PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTCO
NOMOR 25 TAHUN 2002

TENTANG
PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA MOJOKERTO

bahsve dengan ditetapkannya Undang-undang
Nomor 34 Tehun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Pajak Hotel dan Restoran perlu disesuaikan ;

bahwa untuk melaksanskan meksud pada
haruf a, maka dipandang perlu mengatur
ketentuan Pajak Restoran dimaksud secara
tersendiri  dengon  menuangkennys  daleim
suaty Peraturan Daarah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 teniang
Pem-~bentukan Daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa
Tengah/ Jawa Barat;

Undang-undeng Naomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun. 1981 Nomor 76, Tambohan Lembaran
Negara Nomor 3209) ;

Undang-undang Nemor 17  Tahun 1997
tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Tahun 1997 Noemor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2883} ;



8.

- 10.

11.

12,

13.

Undang-undang Nomor 19 Tehun 1997
tentang  Penagihan Pajok dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 421,
Tambahun Lembaran Negara Nomor 3686) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan ~Keuangan Antara

- Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848)

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18
Tatun 1997 tentang - Pajak Daergh dan

“Retribusi Daerah (Lembaran .Negara = Tahun
~ 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara.

Nomor 4048) ; N

- Peraturan Pemermtah Nomor 47 Tahtm 1982

tentang Perubahan Batas Wllayah Kotamadya

 Daerah Tingkat 1T Mojokerts ' (Lembaran
. Negara Tahun 1982 Nemor 74, Tambahan
- Lembaran Negara Nomor 8242), -

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang I‘c»ﬂaksanaan ‘Kitab Undang-undang

- Hukum Acara ' Pidana (Lembaran Negara
- Tahun 1983 Nomwor 36, T&mbahan Lembaran

Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinei Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun: 2000 Nomor 54,
Tambehan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Pemturzm Pemenntah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138) ; |

Keputusan iemden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan’ 'Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerinwh  dan  Rancangan  Keputusan
Presiden ;



Menetapkan

14.

13.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawail Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daereh ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum
Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil D1
Lingkur.gan Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173
Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di
Biddng Pajak Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tehun 1999 tentang Sistem dan Prosedur
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat 1I Mojokerto Nemor 1 Tahun 1950 tentang
Penyidtk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto.

- Dengan persetujuan bersama

DEWAM PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

MOJOKERTO
dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TENTANG PAJAK RESTORAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

a.

Daerah, adalah Kota Mojokerto ;




Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota
Mojokerto ;

Walikota adalah Walikote Mojokerto ;

Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota
Mojokerto ;

Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan
Kota Mojokerto ;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas
tertentu di Bidang Perpajakan Dacrah sesuai
dengan -peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;

Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota
Mojokerto ; R

Bendaharawan Khusus Penerima untuk
selanjutnya disingkat BKP, adalah Benda-
harawan Khusus Penerima pada Dinas
Pendapeatan Kota Mcjokerto ;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau
modal yang merupakan kesatuan baik yang
melalakukan usaha maupun tidak melaku-
kan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, persercan lainnya,
badan usaha milik negara atau dacrah
dengan nama dan bentuk apapun, firma,
kongsi, persekutuan, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organi-
sasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk
usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus
dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak
dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian
Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah ;

Restoran  adalah  tempat menyantap
makanan/dan atau minuman yang disedia-
kan dengan dipungut bayaran tidak
termasuk jasa boga atau catering ;

Pajak Restoran adalah pajak yangz dipungut
atas pelayanan rostoran ;



m. Surat Pentberitahuan Tagihan Pajak Daerah

0.

T+

yarg selanjulnyn disinghkat SPTPD adalah

surat vang digunakan oleh Wajib Pa{'ak
untuk melaporkan perhitungan dan pemba-
yaran pajak  yang  terutang  menurut
peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah ; ,

Suyat Setoren Pajok Daerah yang selanjuinya
disinpkat SSPTY, adalah surat yang diguna-
kan oleh Wefib Pajak untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain
yang ditetapkan oleli Walikota ;

Surat  Ketatzpan  Pajak  Daeraby, yang
selanjutnya dapat disingkat SKPD,adalah
surat keputusan vang nenentukan besarnya
jumiah pajak yang terutang ;

Surat. Ketotapan  Pajak  Daerah Kurang

Bayar, vang eelanjutnya  dapat disingkat
SKPDKE, adalah surat keputusan yang

menentukan besarmya  jumlah Pajak yang

terutan jumlsh kredit © pajek,  juml

kelcwrangan  pembayaran  pokok  pajak,
‘besarnya sanksi ‘administrasi- ‘dan jumlah

yang masih harus dibayar ;-

Surat Ketez-t;e;pa‘n Pajak = Daerah Kurang
Bayar Tambennn, yang selanjuinya dapat
disingkut SKPDKET, adaleh sucat keputusan
yvang menenfukan tambahan atas jumlah

. pajaf«: yang di-tetnpkan ;

Surat Ketetapan Pajak Daeran Lebih Bayar,
yan seizmjutl_mﬁ*a dapat disingkat SKPDLB,
adalah surat keputusan yang menentukan
jumiah kelebihan pembayaran. pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak
yang terutang  atau  tidak  seharusnya
terutang ; ' L :
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, vang
selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah pajak
yang terutang sama besarnya dengan kredit
pajak, atau pa{(ak tidak terutang dan tidak
ada kredit paja

£

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang salanjut-

nya dapat disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan atau
sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda ;



u. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat
I;liz&utusan yang membetulkan kesalahan
s, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
Beraturan perundang-undangan perpajakan
acrah yang terdapat dalam SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau
STPD;

v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat
keputusan atas keberatan terhadap atau
terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKET,
SKPDLE, SKPDN atau terhadep pemotongan
atau pemungutan oleh pihak {zeﬁ.ga yang
diajukan oleh Wajib Pajak ;

w. Penguasa Kena Pajuk Daerah adalah
pengusaha orang pribadi atau badan yang
dalam menjal usahanya berkewajiban
memungut pajak daerah sesuai dengan
peraturan daerah.

BAB W
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
' Pasal 2 |

(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak
atas setiap pelayanan restoran ;

(2) Obyek Pajak adalah setidp pelayanan yang
disediakan dengan pembayaran di restoran
termasuk rumah m depot, café, bar dan
lain-lain.

Pasal 3

Tidak termasuk dari OEJyek Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah -
pelayanan usaha jasa boga/catering,

Pasal 4

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau
badan yang melakukan pembayaran atas
restoran ; '

(2) Wajib Pajak adalah pengusaha restoran ;

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud gada
ayat (2) adalah Pengusaha Kena Pajak
Daerah ;

(4) Bagi Wajib Pal];ak yang mempunyal omzet
tertentu diwajibkan menyelenggarakan pen-
catatan dan/atau menggunakan mesin cash
register yang diatur oleh Walikota.



BAB HI
DASAR PENGENAAN IDAN TARIF PAJAK
Pasal 5
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pemba-
yaran vang dilakukan kepada restoran.
Pasal &
Tarif pajak ditetapken sebesar 10 % (sepuluh
persen).
BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

r

Pasal 7
(1) Pajak yang terutang dipungut <i wilayah
Daerah tempat restoran berlokasi ; ‘
(2) Besarnya pajak yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan
dengan tarif pajal
BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal &
Masa Pajak adalah jangka wakiu yang lamanya 1
(satu} bulan takwim.
Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada
saat pelayanan di restoran atau diterbitkan SKPD
atau dokumen lain yang dipersamakan,

BARB VI

SURAT PEMBERITARUAN PAJAK DAERAH,
TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK

Pasal 10
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib
Pajak atau kuasanya ;
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SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan kepada pejabat selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak ;

Bentuk, isi serta tata cara pengisian  dan
penyampaian SPTPD sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) digunakan untuk menghitung,
memperhitungkan dan menetapkan pajak
sendiri yang terutang ;

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 10 ayat (3), Walikota atau
Pejabat menetapkan pajak terutang dengan
menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakarn ;

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud padab
ayat (2) tidak atau kurang dibayar setelah
lewat waktu paling lama 30 (Hga puluh) hari
sejak SKPD diterima oleh Wajib Pajak,
dikenakan sanksi administrasi berupa denda
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih
dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah
saat terutang pajak, Walikota atau pejabat
dapat menerbitkan :

a. SKPDKE:;
b.  SKPDKBT ;
. C. SKPDN. !

@)

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diterbitkan apabila :

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar, dikenakan
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutang pajak ;



(3)

(4)

(%)

b. SPTPD tidak disampaiken dalam jangka
waktu yang ditentukan dan telah
ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sebesar 2 %
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak ;

c. Kewajiban mengisi SPTPD  tidak
dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan, dan dikenakan sanksi
aclministresi berupa kenaikan sebesar 25
% (dua puluh lima persen) dari pokok
pajak ditambah sanksi administrasi
berupa denda sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat
terutang pajak.

SKPDKBT sebagaintana dimaksud pada ayat

(1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan

data baru atau data yang semula belum

terungkap yang menyebabkan penam-bahan

jumlall  pajak terutang, akan dikenakan
sunicsi administrasi berupe kenaikan sebesar
100 % (seratus persen) dari jumleh keku-
rangan pajak tersebut;

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ diterbitkan apabila jumlah pajak
yang terutang sama besarnya dengan jumiab
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak ;

Apabila kewajiban membayar pajak yang
terutang dalam SKPDKB dan SKPDKET
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar
dalam jangka waktu yang teleh ditentukan,
ditagih dengan menerbitkan STPD ; -

Penambahan jumilah pajak yang terutang
sebagaimana dimakeud pada ayst (3) tdak
dikenakan apabila Wajib FPajak melaporkan
sendiri  sebelum  dilakukan  tindakan

pemeriksaan.



(1)

2

3)

1)
(2)

(3)

(%)

()

(1)

BAB VII
TATA CARA PEMBAYAKAN

Pasal 13

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah
atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota
sesuai waktu yang ditentukan dalem SPTPD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STFD,;

Apabila pembayaran pajak dilakukan di
tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan

ajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-
?ambamya 1 x 24 jata atau dalam waktu yang
ditentukan oleh Walikota ;

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
menggunakan SSPD atau dokumen lain yang
dapat dipersamakan.

Pasal 14

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus
atau lunas ;

Walikota dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak
yang terutang dalam kurun waktu tertenty ;
Angsuran pembayaran pajak pada ayat (2)
harus dilakukan secara teratur dan berturut-
turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 %
(dua persen) per bulan dari jumlah pajak
yang belum atau kurang dibayar ;

Walikota dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktu yang
ditentukan setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2
% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak
yang belum atau kurang dibayar ;

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan
menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan
sebagai dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4),
ditetapkan oleh Walikota, :

Pasal 15

Setiap pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalem Pasal 13 diberikan tanda
bukti pembayaran dan dicatat dalam buku
penerimuan ;



(2} Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukt
pembayaran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud = pada ayat (1),
ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
elaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7
tujubh) hari  sejak saat jatuh tempo
pembayeran ;

(2) Dalam jangka wakta 7 (tujuh) hari setelah
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atat surat lain yang sejenis, Wajib Pajak
harus melunasi pajak yang terutang ;

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat
jain yang sefenis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) <likeluarkan oleh pejabat.

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus di
bagar idak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana  ditentukan dalam Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat
lain yané; sejends, jumlah pajak harus dibayar
ditagih dengan Surat Paksa ;

(2) Walikota menerbitkan Surat Paksa segera
setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal
pemberitahuan Surat Paksa, Wallkota segera

menerbitkan Surat Perintah Melaksan
Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak
belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah
lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan
Surat  Perintah  Melaksandkan  Penyitaan,
Walikota mengajukan permintaan penetapan
tanggal pelelangan kepada Kantor lLelang
Negara.



Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari,
tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru
Sita memberitahukan dengan segera secara
tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan
untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah
ditetapkan oleh Watikota.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN

DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22
(1) Walikota berdasarkan rmohonan Wajib
Pajak dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak ; k
(2) Tata cara pemberian pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
oleh Walikota.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENG-

HAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANIKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Walikota karena jabatan atau atas permo-
honan Wajib Pajak dapat

a. Membetulkan SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, dan STPD apabila terdapat
kesalahan dalam penetapannya ;

b. Mengurangkan  atau  membatalkan
ketetapan pajak yang tidak benar ;

¢. Mengurangkan atau menghapuskan
+ sanksi administrasi berupa bunga,
denda dan kenajkan Eaj&k yang
terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kelhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya,



(2) Permohonan  pembetulen, pembatalan,

3)

(4)

(1)

(2)

~

(2

pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi atas
SKPD,SKFDKB, SKXPDKBT dan SIiFD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak
kepada Walikota atau pejabat selambat-
Jambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterima SXPD, SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
Walikota atan pejabat paling lama 3 (Hga)
bulan sejak surat permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima, suclah
hartus memberika keputusan ;

Apabila setelah lewat waltu 3 (tige) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Walikota atau pejabat tidak memberikan
keputusan,  permohonan pembetulan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi
dianggap dikabulkan.

BAD XU
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan
hanya kepada Walikota atau pejabat atas
suatu

a. SKPD;

b. SKPDKB;
c¢. SKPDKBET;
d. SKPDLB;
e. SKPDN.

Permohonan keberatan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) harus disampaikan secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan vang jelas ;

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan
keberatan atas ketetapan pajak secara jabat-
an, Wajib Pajalk harus dapat membuktikan
ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;



&)
(6)

)

&)

)

(1)

Permohonan keberatan harus diajukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKBE,
SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima
cleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan’ diluar .
Kekuasaannys ;

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dan
ayat (3) tdak dianggap sebagai surat
keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menunda kewajiban -
membayar pajak dan pelaksanasn penagihan
pajak ;

Walikota atau pejabat dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal surat permocheonan  keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima, sudah memberikan keputusan ;

Keputusan walikota atau pejabat atas
permohonan  keberatan  Wajib  Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besarnya pajak
yang terutang ;

Apabila setelah lewat jangka waktu 12 (dua
belas) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Walikota atau pejabat tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan
keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 25

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
banding hanya kepada Badan Penyelesaian
Sengketa  Pajak  terhadap  keputusan
mengenai Kkeberatannya yang ditetapkan
oleh Walikota atau pejabat ;

Permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri salivian dari
surat keputusan tersebut ;



(3) Pengajuan permohonan bhanding sebagai-
mana  dimaksad  pada ayat (1) tdak
menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 atau hending
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 25
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran  pajak  dikembalikan  dengan
ditambah imbelan bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan untuk pamg lama 24 (dua puluh
empat) bulan.

BADB Xl

PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27
(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak

kepada Walikota secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya .

a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;

Ir. Masa Pajak ;

¢. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
d. Alasar yangjelas.

(2) Walikota dalam ja L ngka waktu paimg lama 12
(dua) belas bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan
pembayvaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota
tidak memberikan keputusan, permchonan -
pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dmn% gap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam wakiu paling lama 1 (satu)
bulan ;

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak
lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
langsung diperhitungkan/ dikompensasikan
untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
dimaksud ;




() Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan dalam waktu paling lama 2 {(dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak (SPMKP) ;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayar-
an pajak dilakukan setelah lewat waktu 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB,
Walikota memberikan imbalan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pagal 28
Apabila kelebihan pembayaran pajak diper-
hitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4),
pembayarannya  dilakukan  dengan  cara
pemindahbukuan dan bukt pemindahbukuan
juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29
(1) Wajib Pajak yang memenuhi kruteria
tertentu wajib menyelenggarakan pembuku-
an

(2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dan tata cara pembukuan
diatur oleh Walikota.

Pasal 30

(1) Walikota atau pejabat berwenang melakukan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan keweajiban ajakan daerah
dalam rangka melaksanakan Peraturan
Daerah ;

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan
buku, atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain
yang berhubungan dengan obyek pajak
yang terutang ;

b. Memberikan kesempatan untuk
memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap periu dan memberi bantuan
guna kelancaran pemeriksaan ;



(3)

(1)

(2)

(4)

(1)

c. Memberikan keterangan yang diperlu-
kan.

Tata cara pemeriksaan pajak dieir oleh
Walikota.

Pasal 31

Setiap pejabat  dilarang memberitahukan
kepada pihak lain yang tidak berhalk, segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
xepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka
jabatan atau pekerjaannya untuk menjalan-
kan ketentuan Peraturan Daerah ;

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Walikota untuk membantu
dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan
Daerah ;

Dikecualikan d.ari‘ ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak
sebagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan ;

b. Pejabat atau tenaga ahii  yang
memberikan keterangan kepada pihak
lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Untuk  kepentingan daerahy, Walikota
berwenang memberi izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan  tenaga-tenaga ahli  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan
keterangan, memperlihatkan bukt tertuiis
darim atau tentang Wajib Pajak kepada
pihak yang ditunjuknya.

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

Hak untuk melakukan penagihan pajak,
kadaluwarsa setelah melampaui [angxa
waktu 5 (Uma) tahun terhitung sejk saa!
terutangnya pajak, kecuali apabila Waith
Pajak melakukan tindak pidana dibicang
perpajakan daerah ;



(2) Kadaluwarsa pehagihan pajak sebagaimana
dimaksud  pada ~ayat’ (1) tertangguh
apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat
Paksa atau ;

b.  Ada pengalkuan hutang pajak dari ngib
Pajak baik langsung maupun- tidak
langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak
mear?(mmpuikw SPTPD atau mengisi dengan
tid benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat
dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling
banyak 2 (dua) kali jumleh pajak yang
tarutang;

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak
menyampaikan SPTPD atau mengist dengan
tid benar atau tdak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat
dipidana dengan pidana dpexéjara ai:)ﬂh‘ng lama
2 {dua) tahun dan/atau denda p ing banyak
4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 34

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut
setelah 111e[ampaui jangka waktu 10 (sepuiuh)
tahun  sejak saat  terutangnya pajak  atau
berakhirnya Masa Pajak atau %:arak}urnya bagian
Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 35

(1) Fejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan  Pemerintah ota  diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak” pidana di
bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 198l
tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana ;

%



(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) adalah”:

a.

h.

menerima, mencari, mengumpulkan
dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Pajak Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap
dan jelas ;

meneliti, mencari dan mengumpulkan
keterangan mengenal orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuat-
an yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana Pajak Daerah tersebut;

meminta keterangan dan bahan bukt
dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di
bidang Pajak Daerah ;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan
dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Pajak
Daerah ; '

melakukan  penggeledahan  untuk

mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokumen lain,
serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut ;

meminta bantuan tenaga ahli dalam
ran(gka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Pajak Daerah ;
menyuruh berhenti dan atau melarang
seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas
orang atau dokumen yang dibawa seba-
gaimana dimaksud pada hurufe;

memotret seseorang yang berkaitan
dengan tindak pidana Pajak Daerah ;

memanggil orang untuk  didengar
katerangannya dan diperiksa sebaga
tersangka atau saksi ;

menghentikan penyidikan ;

melakukan tindakan lain yang perlu
untuk kelancaran penyidikan tindak
ﬁidana di bidang Pajak Daerah menurut
ukum yang dapat dipertanggung-

' jawabknn.



=

Diundangkan di Mojokerto

(3) Penyidik sobeaguimana dimeksud pada ayat
(1) memberitahukan dimulainys penyidiian
dan menyampaikan basil penyidikannyw
xepada Penuntut Umwm, sesual dengon
ketentuan vang distur delam Undang-
undang Nomor § Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Holam Lcare Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUY

Pasal 36
Pada saat Peraturan Daersh ini berlaku, maka
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Muojokerto Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajalk
Hotel dan Restoran dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukap diatur dalam
Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Walikota. :

Pasal 38
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
targyal diundangkan. |
Agar setiap orang dapat mengetahuinys,
memaerintzahkan  pengundangan  Peraturan
Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran
Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juli 2002
WALIKOTA MOJOKERTO
Cap ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H

Pada tanggal 22 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKQ KARJADII
Pembina Utama Muda

NIP. 010 178 0603

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 4/B
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NONMDR 25 TAHUN 2002

TENTANG
PAJAK RESTORAN

PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang
Nomaor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daeraly,
meaka dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah
yang luas, nyata , dan bertanggung jawab, pembiayaan
pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah, perlu ditetapkan Pajak Restoran di Kota
Mojokerto yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam kaitannya dengan keadilan, pada Peraturan Daerah
ini secara tegas diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi
terhadap penyelenggara maupun pejabat pelaksana pemungutan,
benar-benar harus memenuhi ketentuan yvang diatur dalam
Peraturan Dagrah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pagal 1 ' : Cukup jelas

Pasal 2 :  Pelayanan di restoren meli-
puti penjualan makanan
dan/atay minuman di res-
toran/rumah makan ter-

masuk penyediaan penjualan
makanan/minuman  yang
diantar/ dibawa pulang.
Pasal 4 sampai dengan 22 : Cukup jelas
Pasal 23 ayat(l)} huruf a ;. Cukup jelas
huruf b :  Walikota karena jabatannya

dan  berdasarkan  unsur
keadilan dapat mengurang-
kan atau membatalkan ke-
tetapan pajak yang tidak
benar, misalnya Wajib Pajak
yang ditolak pengajuan ke-



Pasal 24

huruf ¢
ayat (2}
ayat (3)
ayvat (4)
ayat (1)

ayat {2)
ayat (3)
ayat (4)

ayat (5)
ayat (6)
ayat (7

beratannya karena tidak me-
menuhi persyaratan formal
(memasukkan Surat Ketetap-
an tidak pada waktunya)
meskipun pergyaratan mate-
rial terpenuhi.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Apabﬂa Wajib Pajak berpen-
apat bahwa umIah pajak
am Surat Ketetfap&n Pajak
pemungutan  tidak
seba aimana mestinya maka
Wajib Pajak dapat mengaju-
kan keberatan hanya kepada
Walikota yang menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak.
Keberatan yang = diajukan
adalah terhadap materi atau
isi dari ketetapan dan mem-
buat perhitungan jumlah
yvang seharusnya dibayar
menurut perhitungan Wajib
Pajak.
Suatu keberatan harus diaju-
kan terhadap satu jenis pajak
dan satu tahun pajak.
Cukup jelas
Cukup jelas _
Yang dimaksud dengan ke-
adaan diluar - kekuasaannya
adalah suatu keadaan yang
terjadi  diluar kehendak/
kekuasaan - Wajib  Pajak,
misalnya Wajib Pajak sakdt
atau terkena musibah benca-
na alam

Cukup jelas
Cukup jelas

Maksud ayat ini adalah
untuk memberikan kepastian
hukum kepada Wajib Pajak

maupun fiskus dalam rangka



Pasal
Pasal

Pasal
Pasal
" Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

25
26

27
28
29
30
31
32

ayat (S)
avat (9

ayat (1)

ayat (2) huruf a

huruf b

tertib  administrasi.  Oleh
karena itu keberatan yang
diajukan Wajib Pajak harus
diberikan keputusan oleh
Walikota dalam  jangka
waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak. Surat
Keberatan diterima.
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Imbalan bunga dihitung
sejak bulan pelunasan sam-
pai dengan diterbitkannya
Surat  Ketetapan  Pajek
Daerah Lebih Bayar.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas-

Saat kadaluwarsa penagihan
pajak ini perlu ditetapkan
untuk memberikan kepastian
hukum kapan utang pajak
tersebut tidak dapat ditagih
lagi.

Dalam hal diterbitkan Surat
Teguran atau Surat Paksa,
kedaluwarsa penagihan di-
hitung sejak tanggal penyam-
paian Surat Paksa tersebut.
Yang dimaksud dengan
pengakuan hutang pajak
secara langsung  adalah
Wajib Pajak dengan kesa-
darannya menyatakan masih
mempunyal utang pajak dan
belum melunasinya kepada
Pemerintah Daer

Yang dimaksud dengan
pengakuan utang secara
tidak langsung adalah Wajib
Pajak tidak secara nyata-
nyata langsung menyatakan



bahwa ia mengakui utang
IIJ)ajak kepada Pemerintah
+ Daerah.

Contoh _

- Wajib Pajak mengajukan
permohonan '
angsuran/penundaan
pembayaran ;

- Wajib Pajak mengajukan
permchonan keberatan.

Pasal 33 sampai dengan Pasal 38:  Cukup jelas |



